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Peningkatan eksposur risiko atas indutri perbankan, yang disebabkan semakin
kompleknya kegiatan usaha bank, maka diperlukan adanya Good Corporate
Governance (GCG) atau Tata Kelola yang baik dalam menjalankan operasional
perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan
Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam
industri perbankan, pelaksanaan atas aktivitas perbankan harus berpedoman

pada prinsip-prinsip GCG. Prinsip GCG adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi
danpelaksanaan  pertanggungjawaban organ BPR  sehingga
pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan
BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independensi (independency) yvaitu pengelolaan BPR secara
profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
hak-hak pemangku Kkepentingan (stakeholders) yang timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



Tujuan pelaksanaan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja BPR, menjaga

setiap langkah operasional BPR sesuai dengan peraturan eksternal dan internal

yang berlaku serta nilai- nilai etika yang berlaku umum pada perbankan,

memperbaiki budaya kerja BPR, dan mendukung perkembangan BPR sesuai

dengan visi dan misi BPR.

A. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR

1. Transparansi Informasi dalam Tata Kelola BPR

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1.

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah
Direksi.

Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi

sebagai berikut :
i. Komisaris Utama : Miekewati Tanudiwidjaja
ii. Anggota Komisaris : Nansi Kintarina Kintadi

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai
berikut :

i. Direktur Utama : Vinna Winardi

ii. Direktur : Shinta Lakhsmi Lestari
Setiap anggota dewan Komisaris dan Direksi mempunyai Sertifikasi
Kompentensi yang masih berlaku sesuai dengan perannya di BPR,
yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan telah
lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dari
pihak Otoritas.
Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengaruhan, dan atau hubungan keluarga

yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1.

Tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris



Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan
Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan
terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan
bank serta memberikan saran kepada Direksi secara
independen.

Dewan Komisaris telah memastikan terselengaranya
pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank dan
berkoordinasi dengan Audit Internal untuk membantu
pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi
menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa
Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan
dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada
lingkupnya sebagai komisaris terutama yang berkaitan
dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan
kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. .Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki
kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian
tugas, wewenang, dan tanggungjawab) diantara para anggota
Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan
Komisaris.

Direksi  bertanggungjawab  penuh  atas pelaksanaan
kepengurusan Bank.

Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung
jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan
auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau

hasil pengawasan otoritas lainnya.



e Direksi telah  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan

tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan
tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
= Penghapusan Kredit Macet tahun 2021.
= Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2021
= Persetujuan RBB PT. BPR Artha Mitra Kencana tahun 2021
= Persetujuan atas penunjukan Pemeriksaan Laporan Keuangan
oleh Audit Eksternal yang terdaftar di OJK.
= Persetujuan atas perpanjangan Kerjasama dengan Core Banking

BPR.

d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Internal, Audit
Eksternal dan Kepatuhan
Telah ditunjuk pejabat eksekutif yang membawahi fungsi Audit Intern,
yaitu
1. Purfi Sicilia
2. Yosef Gani
Dimana kedua pejabat eksekutif tersebut telah memiliki sertifikasi
kompentensi untuk Auditor Internal dan sedang dalam proses
perpanjangan sertifikasi.
Sdr Yudha Prahara telah ditunjuk sebagai pejabat eksekutif yang
membawahkan fungsi Kepatuhan dan Managemen Risiko dan telah
memiliki sertifikasi kompentensi Audit Intern dan sedang dalam proses

perpanjangan sertifikasi.

Pejabat Eksekutif Audit Internal dan Pejabat Eksekutif yang
membawahkan fungsi Kepatuhan dan Managemen Risiko merupakan
kayawan PT BPR Artha Mitra Kencana dan diposisikan secara
Independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan dengan direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau
hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.



Pelaksanaan Fungsi Audit Internal adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor
internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik
dan efektif sesuai SPFAIB.

Dalam melakukan pemeriksaan audit internal telah berpedoman
pada Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP
Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta
peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit
Bulanan (Rekap hasil Audit Harian), Audit Tahunan dan Audit non
rutin yang dianggap perlu, yang sesuai dengan rencana tahunan
yang disetujui oleh Direktur Utama.

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada
Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.

Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah

direncanakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

Penunjukan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direktur secara berkala melaporkan ke
Dewan Komisaris.

Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang
diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah
berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan
terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Telah dibuat Sistem Operasional Prosedur untuk Restrukturisasi
Kredit terdampak COVID 19.



Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal adalah sebagai berikut :

Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan
Keuangan secara Independen

Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.

KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu

dan mampu bekerja secara independen.

Pelaksanaan fungsi Managemen Risiko adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan
penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang
risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam
menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh
Audit Internal.

Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan
penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara
lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen
risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan
manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank
secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan
arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan

Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap semester.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line)
yang memerlukan persetujuan Direksi dan menyusun kebijakan
strategi manajemen risiko secara tertulis termasuk penetapan dan
persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan
per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap semester.



€.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

e Bank tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan
Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

¢ Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana
Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

e Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada
pihak otoritas.

¢ Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi

Desember 2021 sebagai berikut :

. Jumlah
No Penyediaan Dana Debitur | Nominal (ribuan Rp)
1 | Kepada Pihak Terkait S 13.717.140
Kepada Debitur Inti :
2 | a. Modal Kerja 21 28.659.906
b. Konsumtif 3 1.363.563

Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara
berkelanjutan, Perseroan telah menyusun dan menerapkan sejumlah
kebijakan/prosedur bagi seluruh wunit kerja. Struktur Tata Kelola
Perusahaan antara lain berupa Rencana Bisnis, Peraturan Perusahaan,
Kebijakan Manajemen Risiko, Penerapan Fungsi Audit,
Kebijakan/Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta berbagai
kebijakan dan prosedur Perusahaan yang senantiasa dilengkapi dan
disempurnakan secara terus-menerus disesuaikan dengan peraturan

dan perundangundangan yang berlaku.



Berikut struktur organisasi BPR :

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR ARTHA MITRA KENCANA
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Rencana Bisnis BPR

Langkah- langkah BPR di tahun 2021, dalam menghadapi

perkembangan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi adalah dengan

melakukan :

1. Tar

a.

get Jangka Pendek

Melakukan screening atas wilayah penyaluran, dimana
mengarahkan pemasaran di wilayah niaga yang dianggap masih
mempunyai kemampuan dalam bertahan dalam kondisi pandemic
ini.

Melakukan perubahan dalam sistem perhitungan insentif
sehingga dapat menstimulasi tenaga pemasaran untuk
meningkatkan kinerja nya.

Melakukan company branding kepada masyarakat, baik secara
digital atau pun dengan cara konvensional, sehingga dapat
mendukung tenaga pemasaran dalam penyaluran dana.
Memelihara nasabah BPR, menjaga agar selalu menjadi mitra

yang saling membutuhkan dan membantu.




e. Meningkatkan kinerja setiap bagian, agar dapat saling
mendukung proses operasional di bagian masing masing dan pada
akhirnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

f. Memberikan pelatihan atas soft skill SDM dan melakukan
motivasi secara kontiniu.

g. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja , dengan
melakukan review atas sistem dan prosedur operasional
BPR, mengalihkan proses manual menjadi berbasis teknologi
dengan memperhatikan prinsip managemen risiko dan

prinsip kehati- hati an.

2. Target Jangka Menengah

a. Permodalan BPR akan dijaga dalam tingkat yang sesuai dengan
aturan yang ditetapkan otoritas. Dalam hal meningkatkan
permodalan, BPR akan berusaha meningkatkan efisiensi kerja
dan meningkatkan tingkat penyaluran dana. Hal ini diharapkan
dapat mempengaruhi peningkatan Laba. Penguatan permodalan
dilakukan secara organik yaitu dengan mengandalkan
peningkatan laba BPR dan menjaga indikator kesehatan bank di
tingkat yang lebih baik

b. Review atas kegiatan operasional BPR akan terus dilakukan
secara berkala, baik dari segi tata kelola perusahaan maupun

manajemen risiko.

c. Membidik segmen pasar yang berpotensi untuk disalurkan kredit

dan sesuai dengan standar yang berlaku di BPR.

d. Selalu melakukan progress atas penerapan tata kelola
perusahaan dan managemen risiko. Seperti melakukan
pengaturan atas pengelolaan benturan kepentingan, peningkatan
atas kesadaran setiap bagian atas pentingnya segala kegiatan
tercatat dan terukur, serta lebih memperluas pengukuran risiko

dan tingkat kepatuhan atas setiap kegiatan operasional BPR.



g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Laporan Tahunan BPR per 31 Desember 2021 telah disusun dan diaudit
oleh Kantor Akuntan yang terdaftar di OJK, KAP Drs SUKARDI,Ak.,CPA.

Laporan Tahunan (Audited) telah dilaporkan ke OJK, di publikasikan di

Surat Kabar Pikiran Rakyat pada tanggal 27 April 2022.

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Mitra Kencana tidak memiliki
saham Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank selain di BPR Artha Mitra

Kencana.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.
a. Hubungan Keuangan

e Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mitra Kencana merupakan
komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan
dengan Dewan Komisaris Utama, Direksi, Pemegang Saham

Pengendali
e Seluruh anggota Direksi PT. BPR Artha Mitra Kencana tidak memiliki
hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan

keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Mitra Kencana tidak
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara
sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Pengendali.
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur sesuai dengan ketentuan Otoritas
yang berlaku.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah
Rapat.

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1

(satu) kali dalam kurun waktu setiap 3 bulan.



S. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)
Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan
oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana
masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Artha Mitra Kencana selama
tahun 2020.

6. Permasalahan Hukum
Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT.
BPR Artha Mitra Kencana, selama tahun 2020 adalah tidak ada, baik yang

berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

7. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank
mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan

kepentingan.



B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment
Pelaksanaan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Artha Mitra

Kencana periode Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.118 dengan prediksi Baik

b. Nilai masing-masing per Faktor adalah :

No. | Faktor Total Penilaian Faktor
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 0.318
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
2 | Komisaris 0.249
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi
3 | Komite -
4 | Penanganan benturan kepentingan 0.240
5 | Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0.207
6 | Penerapan fungsi audit intern 0.250
7 | Penerapan fungsi audit ekstern 0.033
Penerapan manajemen risiko termasuk sistem
pengendalian intern*) 0.262
9 | Batas maksimum pemberian kredit 0.188
10 | Rencana bisnis BPR 0.165
Transparansi kondisi keuangan dan non
11 | keuangan, serta pelaporan internal 0.206
Nilai Komposit 2.118
Peringkat Komposit 2.000

a) Kekuatan Pelaksanaan GCG
e Dengan disusunnya SOP GCG, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

e Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

o Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien
yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
e Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan

sesuai dengan Ketentuan GCG.
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